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BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian
3.1.1 Sejarah dan Perkembangan
Karyamulya merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Jawa Barat. Berdasarkan geografis letak wilayah Kelurahan Karyamulya berada di Wilayah Selatan dari Pusat Pemerintahan (Walikota) Cirebon dengan ketinggian 5m dari permukaan air laut (Mdpl). Luas Wilayah Kelurahan Karyamulya adalah 253.08 Ha/m², dengan batas-batas wilayah Sebelah Utara: Kelurahan Sunyaragi, Sebelah Barat: Desa Kalikoa, Sebelah Selatan: Kelurahan Harjamukti, dan Sebelah Timur: Kelurahan Harjamukti. Pemerintah Kelurahan Harjamukti dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1984 dengan Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon No.14 Tahun 2004 Tentang pembentukan Lembaga Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon.  Tugas pokok Kelurahan ialah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarkatan serta urusan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntablitas. Kantor Kelurahan Karyamulya melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependuduk  umum kelurahan, perizinan pendidikan, kesehatan warga kelurahan Kantor Kelurahan Karyamulya, perumahan, penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan yang menjadi kewenangan daerah
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serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Secara lebih detail, kantor kelurahan atau lurah yang berada di wilayah Kota Cirebon ini melayani izin untuk pengurusan surat keterangan domisili, pengurusan NPWP, Surat Kelakuan Baik, Surat Pindah Keluar, Surat Keterangan Tidak Mampu Kantor Kelurahan Karyamulya, Surat Keterangan Usaha, Surat Usaha Mikro, dan Surat Pernyataan Miskin, surat domisili sementara dan lainnya. Selain itu Kantor Kelurahan Karyamulya juga melayani urusan perizinan umum seperti izin toko obat, izin praktik dokter umum, izin penebangan pohon pelindung, izin untuk membuat IMB, izin pengukuran situasi tanah, izin tanda daftar usaha, izin peneltian, pendataan penduduk, dan surat izin usaha perdagangan (SIUP) skala usaha mikro.
3.1.2 Struktur Organisasi
Tugas Pokok Kelurahan
Kelurahan Karyamulya bertugas menyelenggarkan urusan pemerintahan, pembnagunan dan kemasyarakatan serta urusan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efesiensi dan peningkatan akuntabilitas.
Fungsi Kelurahan
1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan
2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. menyelenggarkan ketentraman dan ketertiban umum
4. mengkoordinasikan pemeliharaan  prasarana dan fasilitas umum
5. Membina Lembaga kemasyarakatan
6. Membina dan mengendalikan administrasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dan/atau Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.1.3 Visi dan Misi Kelurahan Karyamulya
Visi
Menjadikan Pemerintahan Kelurahan Sebagai Instansi yang Mampu Mengayomi Masyarakat dan Mampu Menyelenggarakan Fungsi Pemerintah secara Efektif dan Efesien
Misi
1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
2. Bekerja professional dalam pelayanan masyarakat
3. Meningkatkan tertib administrasi kegiatan di segala bidang 
4. Meningkatkan kinerja aparatur
1) Mewujudkan Kelurahan siaga sebagai kemandirian masyarakat dalam rangka membantu, mengatasi dan menangani permasalahan.
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan berketerampilan
3) Mengoptimalkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam mewujudkan segala sesuatunya efektif, efesien dan transparan.
	

3.1.4 Struktur Organisasi Kelurahan Karyamulya
Berikut adalah gambar struktur organisasi Kelurahan Karyamulya:
LURAH KARYAMULYA
MIMIN MINARSIH, S.SOS

	Sumber : Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 40 Tahun 2021

	
Gambar 3.1 
Struktur Organisasi Kelurahan Karyamulya
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3.1.5 Uraian Tugas Kelurahan karyamulya
Lurah
1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
2) melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh w alikota yaitu:
a) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
b) Pemberdayaan masyarakat.
c) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pelayanan masyarakat.
d) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsi.
3) melaksanakan pelayanan perizinan dan pemberian rekomendasi kepada masyarakat sesuai tugas dan lingkup kewenangannya.
4) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan.
5) melaksanakan identifikasi potensi pendapatan daerah.
Sekretaris 
1. Satu sekretaris lurah mempunyai tugas pokok membantu lurah mengkoordinasikan penyusunan program dan menyelenggarakan tugas program dan menyelenggarakan tugas seksi secara terpadu dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat dan aparatur Kelurahan.
2. Berdasarkan tugas pokok di atas maka uraian tugas sekretaris lurah adalah sebagai berikut:
a) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan rancangan.
b) Program kerja dan kegiatan di lingkungan Kelurahan.
c) Menjabarkan perintah atasan sesuai ketentuan yang berlaku.
d) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
e) Mengolah administrasi keuangan yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja pembekuan, verifikasi serta pembendaharaan di kelurahan.
f) Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun standar pelayanan di kelurahan.
Kepala Seksi Pemerintahan
1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.
2) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan penyelenggara bidang kesatuan bangsa politik dan pemilu bidang pertahanan serta bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.
3) Melakukan pengawasan atas tanah-tanah aset pemerintah di wilayah Kelurahan.
4) Memberikan petunjuk kepada warga masyarakat dalam semua jenis pelayanan.
5) Merencanakan kegiatan kerja seksi Pemerintahan.
6) Memberikan pelayanan kepada warga masyarakat sesuai prosedur yang berlaku.
7) Membagikan tugas pelaksanaan pelayanan umum.
8) Melaksanakan pelayanan perizinan dan pemberian rekomendasi kepada pelayanan masyarakat berdasarkan bidang tugas dan lingkup kewenangan Kelurahan. Uraian tugas berdasarkan item di atas adalah sebagai berikut:
a) Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk
b) Pelayanan pembuatan surat pengantar kartu keluarga
c) Pelayanan pembuatan surat  keterangan kelahiran
d) Pelayanan pembuatan surat keterangan pindah
e) Pelayanan pembuatan surat keterangan datang
f) Pelayanan pembuatan surat keterangan domisili
g) Pelayanan pembuatan surat keterangan kenal lahir
h) Pelayanan pembuatan surat keterangan pensiun
i) Pelayanan pembuatan surat kuasa
j) Membuat Surat keterangan catatan kepolisian
k) Legalisir surat-surat
l) Pembuatan ahli waris
9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam pelayanan umum dan bidang pemerintahan.


Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
1. Satu seksi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian yang meliputi perindustrian perdagangan pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, umkn, dan golongan ekonomi lemah pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan, kelautan, perhubungan, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan di wilayah Kelurahan
2. Merencanakan kegiatan kerja bidang ekonomi dan pembangunan sebagai berikut:
a) Buku rencana pembangunan
b) Buku register kegiatan pembangunan
c) Buku register inventaris proyek
d) Buku register rekapitulasi proyek pembangunan
e) Buku register keterangan tanah bangunan
f) Buku register rekomendasi usaha
g) Buku register bantuan ekonomi
h) Buku register keterangan belum memiliki rumah
i) Buku register surat keterangan usaha ke bank
j) Buku register surat keterangan usaha
k) Membuat surat keterangan mendirikan usaha
3. Memberikan petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan
4. Membagikan tugas pelaksanaan perekonomian dan pembangunan.
5. Pembimbingan pelaksanaan tugas perekonomian dan pembangunan
6. Menyusun rencana dan melaksanakan pemberian bantuan dana bagi pembangunan desa pembinaan udkp dan usaha ekonomi masyarakat
7. Melaksanakan usaha sosial dan kesejahteraan rakyat termasuk penyelenggaraan pendidikan dan kesejahteraan sesuai kewenangan
8. Memberikan petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan
9. Pelaporan pelaksanaan tugas seksi perekonomian dan pembangunan
10. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
1. Seksi pemberdayaan masyarakat bertugas menyelenggarakan urusan termasuk pembinaan ketahanan sesuai lingkup tugas dan kewenanganny
2. Melaksanakan bimbingan kelembagaan kemasyarakatan dan pembangunan sumber daya manusia lingkup Kelurahan
3. Melaksanakan bimbingan teknis motivasi dan upaya-upaya penggalian kegiatan swadaya gotong royong masyarakat di wilayah Kelurahan
4. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat meliputi:
a) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup Kelurahan
b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan
c) Evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan
d) Memberikan pelayanan kepada warga masyarakat sesuai prosedur yang berlaku
5. Menganalisa dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat termasuk pembinaan ketahanan masyarakat
6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
7. Merencanakan kegiatan kerja bidang pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:
a) Membuat Surat Register Masyarakat (LPM)
b) Membuat Surat Register Rukun Warga (RW)
c) Membuat Surat Register Rukun Tetangga (RW)
d) Membuat Surat Register Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
e) Membuat Surat Register Karang Taruna
f) Membuat Surat Kader-Kader Pembangunan (PSM, Posyandu, Kader Kesehatan, LSM, BKM, DKM dll)
g) Terus Dipaksa Sih Membuat Surat Register Bantuan Sosial Atau Pemberdayaan
h) Membuat Surat Register Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
i) Membuat Surat Register Keterangan Tidak Mampu
j) Membuat Surat Register Keterangan Domisili
k) Membuat Surat Register Keterangan Domisili Haji
8. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap peningkatan kesejahteraan
9. Melaksanakan program kegiatan peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera
10. Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pembinaan urusan ketentraman dan ketertiban sesuai lingkungan tugas dan kewenangannya
11. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap petugas pelindung masyarakat di wilayah Kelurahan
12. Melaksanakan pembinaan fasilitas terhadap upaya-upaya yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban di wilayah Kelurahan
13. Penegakan pelaksanaan Perda keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kelurahan
14. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masala
15. Jabatan fungsional mempunyai tugas membantu lurah melaksanakan tugas pekerjaan sesuai bidang tugas dan keahlian yang dimiliki
16. Mengadakan koordinasikan dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Kelurahan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
17. Membuat laporan baik lisan maupun tulisan kepada lurah sebagai penanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya
18. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya
19. Melaksanakan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya
Bendahara
Undang-undang nomor 1 tahun 2004 pasal 1 nomor urut 14 menyebutkan bahwa bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara atau daerah menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang atau surat berharga atau barang-barang milik negara atau daerah.
Peraturan menteri keuangan nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 3 ayat 4 menyebutkan bahwa bendahara penerimaan/ pengeluaran adalah pejabat fungsional yang secara fungsional bertanggung jawab kepada kuasa bendahara umum negara atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.
Dari pengertian bendahara tersebut di atas maka secara umum dapat dikatakan bahwa bendahara mempunyai tugas dan fungsi: 
1) Menerima, menyimpan, menata usahakan, dan membekukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya
2) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah
3) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
4) Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
5) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kas negara
6) Mengelola rekening tempat penyimpanan dan
7) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada lurah.
Berdasarkan ruang lingkup tugas dan wewenang yang ada pada bendahara maka dikenal ada dua jenis bendahara yaitu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Selain itu untuk aktivitas pekerjaan yang kompleks dan lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan bendahara pengeluaran maka pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih bendahara pengeluaran pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud.
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sesuai peraturan menteri keuangan nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 1 angka 17 dinyatakan bahwa bendahara pengeluaran membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. BPP juga wajib melakukan pembukuan atas seluruh uang yang berada dalam pengelolaannya dan oleh karena itu BPP wajib melakukan pembukuan.
Sebagaimana pembukuan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, sepanjang tidak diatur lain titik dalam melaksanakan tugasnya BPP bertindak untuk dan atas nama bendahara pengeluaran titik dengan diangkatnya BPP dalam suatu satker maka bendahara pengeluaran melimpahkan kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan sebagai uang kepada BPP tersebut. Bendahara penerimaan/pengeluaran diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga pada setiap awal tahun anggaran. Bendahara menjalankan tugas-tugas kebendaan yang meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya pada kementerian negara/kantor/lembaga/satuan kerja. Meskipun diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga, namun secara fungsional bendahara tetap bertanggung jawab kepada kuasa bendahara umum negara dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dilarang adanya jabatan rangkap antara bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, kecuali dalam kondisi tertentu setelah memperoleh izin dari bun/kuasa Bun titik dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, bendahara penerimaan/pengeluaran dan BPP membuka rekening pada bank/pos atas nama jabatannya, bukan atas nama pribadi. 
Pengguna anggaran/kuasa atau bendahara merupakan wajib pungut atas transaksi/kegiatan yang membebani APBN. Hasil pemungutan/penerimaan yang dikelola oleh bendahara tidak dapat digunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan untuk satuan kerja bersangkutan, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan dan bertanggung jawab hanya sebatas pada uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut bendahara wajib melakukan pembukuan baik secara manual maupun menggunakan program komputer. Pembukuan bendahara diatur dalam peraturan menteri keuangan.
Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara kementerian negara/lembaga/kantor/satuan kerja dan peraturan direktur jenderal pembendaharaan nomor : PER-47/PB/2009 tanggal 10 November 2009 tentang petunjuk pelaksanaan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara.
Tugas Pengurus Barang
Tugas pokok dan fungsi pengurus barang menyimpan dan mengurus barang di Kelurahan atau di satuan kerja perangkat daerah menurut Permendagri no.17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah adalah sebagai berikut:
1. Menerima menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah dari pembelian SKPD, pemberian dari bidang aset DPPKAD maupun pelimpahan dari SKPD lainnya/hibah
2. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima
3. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen
4. Mencatat barang yang diterima ke dalam kartu barang dan kartu persediaan barang
5. Mengamankan barang persediaan
6. Membuat laporan penerimaan penyaluran dan stok barang kepada kepala SKPD
P3N Petugas Pembantu Pencatat Nikah
Sesuai peraturan pemerintah no.09 tahun 1975 maka pembagian tugas pencatat perkawinan yang telah diatur menganut agama Islam pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah Kantor urusan Agama atau KUA Akan tetapi selain agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor catatan sipil aturan pencatatan perkawinan telah dilakukan untuk memilih agama di Indonesia dalam mengelola akad perkawinan di wilayah Kelurahan dan sekitarnya.
Operator/Pelayanan
Dalam pelaksanaan pemerintahan operator Kelurahan tugas dan peranannya adalah membantu pelaksanaan pelayanan masyarakat yang berbasis aplikasi, membuat laporan website dan medsos dalam semua kegiatan dan pertemuan di wilayah Kelurahan serta menyimpan arsip dokumen data maupun multimedia.
Sehingga dengan adanya aplikasi pelayanan bermanfaat dalam membuat pelaporan dan mengelola data kependudukan yang dapat dikelompokkan secara otomatis memisahkan kelompok umur masyarakat dan sistem elektronik data Kelurahan atau sedulur ini sangat bermanfaat sekali untuk jenis surat secara otomatis tanpa harus memasukkan nama penduduk secara manual hanya pengetikan kode unik saja.
Orsourching
Selain tenaga kerja full time pegawai negeri sipil, kontrak dan ada juga tenaga kerja orsourching Kelurahan yang direkrut dari pihak ketiga. Tenaga orsourching ini menjadi solusi kebutuhan sumber daya manusia untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan teknis ada sistem kerja dalam menyediakan jasa dan menyalurkan tenaga kerja. Jenis pekerjaan asearcing ini meliputi: penjaga kebersihan dan keamanan penyedia makanan dan minuman serta membantu jenis pekerjaan pemerintah lainnya.
3.1.6 Keadaan Pegawai Kelurahan Karyamulya
Tabel 3.1
Daftar Pegawai Kelurahan Karyamulya Kota Cirebon

	No
	NIP
	Nama
	Jabatan

	1
	NIP. 19680811 199103 2 007
	Mimin Minarsih, S.Sos
	Kepala Kelurahan

	2
	NIP. 19720810 200701 2 010
	Ririn Widayanti, SE
	Sekretaris Kelurahan

	3
	NIP. 19870818 200902 2 004
	Erna Agustina, A.Md
	Kasie Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban

	4
	NIP. 19760809 201001 1 002
	Ivan Rizki Himawan, SE, MM
	Kasie Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

	5
	NIP. 19720121 200901 2 001
	Hj. Iis Murtiningsih, SE
	Kasie Pemberdayaan Masyarakat

	6
	NIP. 19670613 200901 1 001
	Sunendi
	Bendahara Pengeluaran

	7
	NIP. 91861209 201001 2 027
	Nanalia Albet Noorif, S.Pt., M.AP
	Pelaksana

	8
	NIP. 19670613 200901 1 001
	Sunendi

	Petugas P3N


	9
	-
	Nunny Nursariningsih A.Md
	Operator/Pelayanan

	10
	-
	Sardian, A.Md
	Operator/Pelayanan

	11
	-
	Rukisa Nuralim
	Ousourching



3.1.7 Sarana Prasarana Kelurahan Karyamulya
Inventarisasi Aset dan Barang Daerah Pemerintah Kota Cirebon di Wilayah Kelurahan Karyamulya adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2
Inventarisasi Aset Tanah dan Gedung Bangunan

	No
	Luas Tanah
	Asal Perolehan
	Luas Tanah
	Jumlah

	1
	Luas Tanah
	Hak Milik Pemerintah Daerah
	 
	1

	2
	Kantor Kelurahan

	Hak Milik Pemerintah Daerah
	231m²
	9 Ruang

	3
	Ruang Pertemuan
	Hak Milik Pemerintah Daerah
	50m²
	1 Ruang

	4
	Mushola
	Hak Milik Pemerintah Daerah
	6m²
	1

	5
	Kantor Sekretariat LPM

	Hak Milik Pemerintah Daerah
	24m²
	1 Ruang


Tabel 3.3
Inventaris Aset Barang

	No
	Nama Inventaris
	Jumlah

	1
	Kendaraan Motor Roda Empat
	-

	2
	Kendaraan Motor Roda Dua
	-

	3
	Kendaraan Motor Roda Tiga
	-

	4
	Komputer
	-

	5
	Alat Kantor dan Rumah Tangga
	-

	6
	Alat Kebersihan
	-


 
3.1.8 Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan (Sedulur)
[bookmark: _Hlk135167049]Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan merupakan aplikasi yang dikembangkan pada tahun 2017 oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon guna menghubungkan, memonitor, menganalisa, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota agar dapat dimanfaatkan lebih efektif dan efesien. Sehingga pelayanan kepada warga akan lebih maksimal dan dapat meningkatkan kualitas dari pelayanan administrasi kepada masyarakat.
[image: ]Program aplikasi Sedulur yang dimiliki Kelurahan Karyamulya ini baru dijalankan bulan Agustus tahun 2019. Aplikasi Sedulur dirancang untuk membantu para pegawai pemerintah Kota Cirebon dalam urusan administrasi penduduk dan pelayanan publik. Aplikasi Sedulur berisikan perekaman data penduduk tingkat Kelurahan ke dalam database dimana dapat mempermudah dalam pengolahan data penduduk. 
Gambar 3.2 
Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan

Aplikasi Sedulur pada hakikatnya dibuat untuk memberikan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat sekaligus memudahkan pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3.2 Metode Penelitian
3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan
Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode naturalistuk. (Nawawi 1993:176) Penelitian kualitatif adalah proses menjaring informasi dan kondisi yang sebenarnya dalam kehidupan suatu objek yang dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Kemudian dijabarkan dengan pendekatan deskriptif yaitu dimana menggambarkan fenomena yang sedang diteliti dan menganalisisnya secara mendalam. Dikemukakan oleh (Sugiyono 2009:15) Metode naturalistik adalah peneliian yang dilakukan pada latar alamiah yaitu pada situs sosial yang sedang berlangsung
3.2.2 Desain Penelitian 
Desain penelitian adalah strategi penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Nasution (2009:23) juga menyatakan bahwa “desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian.” Beliau mengemukakan kegunaan dari desain penelitian, yaitu: 1) Desain memberi pegangan yang lebih jelas kepada penulis dalam melakukan penelitiannya; 2) Desian itu juga menentukan batas-batas penelitian yang bertalian dengan tujuan penelitian; 3) Desain penelitian selain memberi gambaran yang jelas tentang macam-macam kesulitan yang akan dihadapai yang mungkin juga telah dihadapi oleh penulis lain.
3.3 Informan dan Teknik Pengumpulan Data
Sampel atau informan merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Teknik pemilihan informan dengan menggunakan purposive sampling. (Sugiyono 2018:138) Purposive sampling adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menetukan jumlah sampel yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2016:309) menyebutkan bahwa “pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi”. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
3.3.1 Informan
Informan Kunci
Informan kunci (key informant) adalah orang yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat tentang masalah yang diteliti tersebut. 
Berdasarkan uraian diatas, informan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah:
a. Nanalia Albet Noorif, S.Pt., M.AP merupakan Pelaksana dan Admin Kelurahan Karyamulya Kota Cirebon. 
Informasi Pendukung
Informan Pendukung (supporting informant) adalah orang-orang diluar informan kunci yang dapat memberikan informan pelengkap atau tambahan, dalam hal ini yaitu:
a. Sardian, M.Ad merupakan Operator atau pengguna Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan (Sedulur) Kelurahan Karyamulya
b. Masyarakat Kelurahan Karyamulya merupakan penerima layanan melalui Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan (Sedulur) Kelurahan Karyamulya.
3.3.2 Teknik Pemilihan Informan
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling. (Sugiyono 2018:138) Purposive sampling adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menetukan jumlah sampel yang akan diteliti. Penulis menetapkan dan memilih dengan sengaja beberapa informan yang mengetahui tentang masalah yang diteliti. 
3.3.3 Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2016:309) menyebutkan bahwa “pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi”. Kegiatan pengumpulan data merupakan usaha secara operasioanl dalam pelaksanaan penelitian yang dapat memberikan pengaruh positif bagi pelaksanaan analisis dari interpretasi data. Penulis akan melakukan pengumpulan data dengan metode data primer. Metode primer diperoleh langsung dari tangan subjek penelitian atau narasumber, kemudian digunakan penulis dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara langsung ke lapangan mengenai objek yang diteliti.
Untuk memperoleh data lapangan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik, yakni wawancara, observasi dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Wawancara (interview) menurut Sugiyono (2016:194) menyatakan bahwa: Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Penulis melakukan teknik wawancara dengan tujuan menggali informasi secara mendalam terkait penggunaan aplikasi sedulur di Kantor Kelurahan Karyamulya. Isi atau pokok dari wawancara ini meliputi segala hal yang menjadi masalah penulis. Penulis menggunakan bentuk wawancara sistematik, diamana penulis terlebih dahulu menyiapkan pedoman wawancara sebelum melakukan wawancara terhadap responden.
b. Pengamatan (observasi), merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati secara langsung fenomena objek yang diteliti, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari wawancara. Menurut Arikunto (dalam Gunawan 2013:143) mengatakan bahwa “observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis”
c. Dokumentasi Menurut Sugiyono (2018:240) mengatakan bahwa “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen dapat berbentuk tulisan atau berbentuk karya, misalnya biografi atau peraturan kebijakan, sedangkan dokumen berbentuk karya seperti gambar, atau film. Studi dokumentasi ini menjadi salah satu pelengkap observasi dan wawancara.
3.4 Operasionalisasi Konsep Penelitian
Menurut Sugiyono (2012:31) definisi operasional adalah penentuan kontrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Sehingga memungkinkan penulis untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran. Berikut tabel operasionalisasi konsep penelitian dapat dilihat di bawah ini:
[bookmark: _Hlk133988052]Tabel 3.4
Operasionalisasi Konsep Penelitian

	Variabel  Penelitian
	Dimensi
	Parameter

	Penerapan e-government Richardus Eko Indrajit (2016:13)
	1. [bookmark: _Hlk131508338]Content Development 
	1. Keadaan dan Kualitas Perangkat Aplikasi.
2. Tersedianya Informasi yang Aktual Bagi Masyarakat.

	
	2. [bookmark: _Hlk131508355]Competency Building 
	1. Sumber Daya Manusia yang Ahli di Bidangnya.
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang mendukung penerapan E-Government

	
	3. [bookmark: _Hlk131508383]Connectivity 
	1. Tersedianya Perangkat Pendukung penerapan 
E-Government.
2. Jaringan komputer yang mendukung.

	
	4. [bookmark: _Hlk131508407]Cyber Laws 
	1. Adanya Perlindungan Hukum Sebagai Proteksi Cyber.
2. Adanya Pembatasan Terhadap Pengguna 
E-Government.

	
	5. [bookmark: _Hlk131508425]Citizen Interfaces 
	1. Adanya Multi Acces Channel.
2. Tersedianya link untuk Kefektivan proses pelayanan masyarakat.

	
	6. Capital
	1. Adanya anggaran dalam pelaksanaan program-program.
2. Pemeliharaan dan pengembangan perangkat Aplikasi.



3.5 Pengujian Keabsahan Data
Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi, mendemontrasikan, dan memperbolehkan keputusan hal yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya (Moelong 2011: 320). Keabsahan data diperlukan untuk memperoleh data yang valid, data yang tidak valid akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang tidak ilamiah, demikian sebaliknya. Data yang yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang ilmiah. Penelitian ini penulis menggunakan Triangulasi untuk melakukan uji keabsahan data. 
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan, Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Serta triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda-beda (Sugiyono, 2017:274).
3.6 Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007:333-345). Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sebagaiamana yang dekemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007:204) yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap-tahap sebagai berikut:
A. Reduksi data
Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilkukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadu informasi yang bermakna, sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan.
B. Penyajian data
Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk
naratif, penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
C. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang diguanakan melihat hasil reduksi dan tetap menagacu pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada (Sugiyono,2007:333-345) 
3.7  Jadwal Penelitian
Adapun jadwal penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian dilakukan selama 6 bulan dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus. Penulisan terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Tahap pertama terdiri dari studi literatur, pengamatatan penyusunan dan bimbingan, dan seminar proposal. Tahap kedua terdiri dari penelitian, wawancara, pengolahan data, dan penyusunan dan bimbingan hasil penelitian. Sedangkan tahap akhir terdiri dari seminar hasil penelitian, pengajuan revisi SHP kepada pembiming utama dan pembimbing pendamping, dan sidang skripsi. Berikut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:
Tabel 3.5
Jadwal Penelitian

	Jenis Kegiatan
	Tahun
	2023

	
	Bulan
	Maret
	April
	Mei
	Juni
	Juli
	Agustus

	
	Minggu
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	Tahap Persiapan
	
	
	
	

	1. Studi Literatur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Pengamatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Penyusunan dan Bimbingan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Seminar Proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tahap Pelaksanaan
	
	
	
	

	1. Penilitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Wawancara
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Pengolahan Data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Penyusunan dan Bimbingan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tahap Akhir
	
	
	
	

	1. Seminar Hasil Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Pengajuan Revisi SHP Kepada Pembimbing Utama dan PembimbingPendamping
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Sidang Skripsi
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